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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu menerapkan
perencanaan penganggaran pelaksanaan vaksinasi
Covid-19 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum atau
Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan
Juknis Rengar Vaksinasi Covid-19 sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/MENKES/4241/2021 tentang Petunjuk
Teknis Perencanaan Penganggaran  Pelaksanaan
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi
Corona Virus Disease (Covid-19) Bersumber Dana
Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran
2021;

b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2021, perlu disesuaikan dengan
dinamika perkembangan kebijakan penanggulangan
pandemi Covid-2019, sehingga perlu diubah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021; %



-

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573); t?!'.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45735);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomeor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279); ﬁ
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16.

17

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor

1781); a;:



Menetapkan

24,

25.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021
Nomor 11);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020
Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor
60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2021 Nomeor 11).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2021 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 17
diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a,
direncanakan sebesar Rpl1.058.990.408.614,00 (satu trilyun lima
puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat
ratus delapan ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;
belanja barang dan jasa;

o oo

belanja subsidi;
belanja hibah; dan
belanja bantuan sosial. ﬁP



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rp477.826.559.361,00 (empat ratus tujuh
puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus
lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
b, direncanakan sebesar Rp503.850.668.561,00 (lima ratus tiga
milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh
delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c,
direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d,
direncanakan sebesar Rp63.798.767.422,00 (enam puluh tiga milyar
tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh
tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf
e, direncanakan sebesar Rp13.514.413.270,00 (tiga belas milyar lima
ratus empat belas juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh
puluh rupiah).

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 18
diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 18

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

huruf a, direncanakan sebesar Rp477.826.559.361,00 (empat ratus

tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh enam juta lima

ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah),

yang terdiri atas:

a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;

b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;

c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya Aparatur Sipil Negara;

d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;

. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah;

g. belanja pegawai BOS; dan

h. belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar

Rp270.870.569.675,00 (dua ratus tujuh puluh milyar delapan ratus

tujuh puluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus

tujuh puluh lima rupiah). ')b



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp127.419.512.185,00 (seratus dua puluh tujuh milyar empat ratus
sembilan belas juta lima ratus dua belas ribu seratus delapan puluh
lima rupiah).

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
direncanakan sebesar Rp61.059.765.074,00 (enam puluh satu milyar
lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh
puluh empat rupiah).

Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, direncanakan sebesar Rp13.797.544.445,00 (tiga belas
milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh
empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar
Rp1.991.053.982,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh
satu juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh dua
rupiah).

Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f, direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus
dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g,
direncanakan sebesar Rpl.630.929.000,00 (satu milyar enam ratus
tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar
Rp144.705.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima
ribu rupiah).

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal
19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 19

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf b, direncanakan sebesar Rp503.850.668.561,00 (lima ratus
tiga milyar delapan ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh
delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja barang;

belanja jasa;

belanja pemeliharaan;

belanja perjalanan dinas;

belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga /[ pihak lain/masyarakat;

o a0 T

™

belanja barang dan jasa BOS; dan
g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah. f:
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(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rp54.852.708.012,00 (lima puluh empat
milyar delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu
dua belas rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
direncanakan sebesar Rp243.033.679.408,00 (dua ratus empat puluh
tiga milyar tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu
empat ratus delapan rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
direncanakan sebesar Rp22.270.232.978,00 (dua puluh dua milyar
dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan
ratus tujuh puluh delapan rupiah).

(5) Belana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, direncanakan sebesar Rp61.245.773.800,00 (enam puluh satu
milyar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga
ribu delapan ratus rupiah).

(6) Belanja uang dan/fatau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, direncanakan sebesar Rpl14.772.233.000,00 (empat belas
milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga
ribu rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f, direncanakan sebesar Rp30.574.746.363,00 (tiga puluh
milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh
enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar
Rp76.855.295.000,00 (tujuh puluh enam milyar delapan ratus lima
puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
¢, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yakni belanja subsidi
kepada Badan Usaha Milik Negara.

(2) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Ketentuan ayat (1) dan ayat (1b) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
d, direncanakan sebesar Rp63.798.767.422,00 (enam puluh tiga
milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam
puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri

atas: ﬂP



(1a)

(1b)

(2)

a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;

b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp8.009.350.500,00
(delapan milyar sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus
rupiah).
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan
yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, direncanakan sebesar Rp54.000.012.444,00 (lima puluh
empat milyar dua belas ribu empat ratus empat puluh empat rupiah).
Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, direncanakan sebesar
Rp789.404.478,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat
ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

. 6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal
23 berbunyi sebagai berikut:

(1)

. (2)

3)

(4)

(S)

(6)

Pasal 23

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b,
direncanakan sebesar Rp257.203.620.512,00 (dua ratus lima puluh
tujuh milyar dua ratus tiga juta enam ratus dua puluh ribu lima
ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal tanah;

belanja modal peralatan dan mesin;

belanja modal gedung dan bangunan;

belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan

belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp51.401.906.035,00 (lima
puluh satu milyar empat ratus satu juta sembilan ratus enam ribu
tiga puluh lima rupiah).

Belanja modal gedung dan Rp83.857.897.696,00 (delapan puluh tiga
milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan
puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

°o oo o

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rpl120.953.816.781,00
(seratus dua puluh milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta
delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu
rupiah).

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf e, direncanakan sebesar Rp190.000.000,00 (seratus
sembilan puluh juta rupiah). tf;

9



7. Ketentuan ayat (1), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal
25 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 25

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar

Rp51.401.906.035,00 (lima puluh satu milyar empat ratus satu juta

sembilan ratus enam ribu tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

belanja modal alat besar;

belanja modal alat angkutan;

belanja modal alat bengkel dan alat ukur;

belanja modal alat kantor dan rumah tangga;

belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;

belanja modal alat laboratorium;

belanja modal komputer;

belanja modal alat keselamatan kerja;

belanja modal peralatan olahraga;

belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan

l. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layvanan Umum
Daerah.

Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, direncanakan sebesar Rp914.422.000,00 (sembilan ratus empat

belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, direncanakan sebesar Rp6.409.703.728,00 (enam milyar

empat ratus sembilan juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus dua

puluh delapan rupiah).

Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢, direncanakan sebesar Rp280.500.000,00 (dua

ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp4.366.436.147,00

(empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga

puluh enam ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).

Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar

Rp823.550.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima

puluh ribu rupiah).

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp10.259.773.939,00

(sepuluh milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus

tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g, direncanakan sebesar Rp15.303.106.500,00 (lima belas

milyar tiga ratus tiga juta seratus enam ribu lima ratus rupiah). @

TR0 A0 TP
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(9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
h, direncanakan sebesar Rp5.082.592.612,00 (lima milyar delapan
puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus dua
belas rupiah).

(10) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp239.950.000,00 (dua ratus
tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

(11) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf j, direncanakan sebesar Rp7.128.519,00 (tujuh juta seratus
dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan belas rupiah).

(12) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp3.449.250.590,00
(tiga milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima
puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

(13) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, direncanakan sebesar
Rp4.265.492.000,00 (empat milyar dua ratus enam puluh lima juta
empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal

27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp120.953.816.781,00 (seratus dua puluh milyar sembilan ratus
lima puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus
delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal jalan dan jembatan;
b. belanja modal bangunan air;

¢. belanja modal instalasi; dan

d. belanja modal jaringan.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, direncanakan sebesar Rp78.263.318.363,00 (tujuh puluh
delapan milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan
belas ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, direncanakan sebesar Rp32.371.434.698,00 (tiga puluh dua
milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat
ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
direncanakan sebesar Rpl1.615.888.784,00 (satu milyar enam ratus
lima belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus
delapan puluh empat rupiah).

(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, direncanakan sebesar Rp8.703.174.936,00 (delapan milyar tujuh
ratus tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tiga
puluh enam rupiah). l?
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9. Ketentuan huruf a, dan huruf b Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 37

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. Lampiran I

b. Lampiran II

c. Lampiran III
d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Penjabaran APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan;
Besaran Hibah:

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan;
Besaran Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat
khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan

i. Lampiran IX

j- Lampiran X

Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak
dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub  Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
dan

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada  Daerah  Perbatasan Dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara. ?5
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Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daﬂrﬂ Kabupaten Luwu
Timur. ?

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELCLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN LUNVU TIMUR Ditetapkan di Malili

pada tanggal 27 Mei 2021

T L = BUPATI LUWU TIMUR,
SEKDA L?
ASISTEN
KABAN P k@x [T
KABID 'S BUDIMAN
KASUBAG /| KASUBID  * o

Diundangkan ai vzttt

pada tanggal 27 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

. ’ s S i

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 20
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Bl2w2021 Sisterm Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 AP0
4 Lampiran | . Peraturan Bupati Luwu Timur
Momor 20 TAHUN 2021
Tanggal 27 Mei 2021
KABUPATEN LUWU TIMUR l
RIMGKASAMN PEMJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MEMURUT
I(EI.'DMFCIK JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUMN ANGGARAMN 2021 .'-t'
e
Kode Uraian Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan |Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 39.994.650.575 39.994.650.575 0
6.2 PENGELUARAM PEMEBIAYAAN 3.000.000.000 3.000.000.000 0
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 3.000.000.000 3.000.000.000 Q
Penyertaan Modal Daerah pada
6.2.02.02 Badan Usaha Milik Daerah 3.000.000.000 3.000.000.000 Q
(BUMD)
6.202.02.01 e s e 3.000,000.000 3.000.000.000 0
6.2,02.02.01.0001 :Eﬂ;mm Modal Daerah pada 3.000.000.000 3.000.000.000 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 3.000.000.000 3.000.000.000 0
Pembiayaan Metto 36.994.650.575 36.994.650.575 1]

e"ﬁ'_'{lﬂf ! |- qﬁF Hﬂaqﬁ!?iﬁﬁl
P RDAN :-‘F‘éf.rﬂ.a” AAN KEUANGAN DAERAM

JI""":
H.i.t-\.-

PATEN LUWU TIMUR

) TELAH DIPERIKSA

SEKDA

ASISTEN

KABAN

| KASUBAG | KASUBID

g ' 1
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Larmipiran 11

¢ Peraturan Bupati Luwu Timur
Momor : 20 TAHUN 2021
Tanggal : 27 Mei 2021

2) BARANG
DAFTAR NAMA CALOM PEMERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARAMG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
| e T | | e[ St Joeramsanmeunng
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan 3.247.197.500 3.247.197.500 0
Jumlah Hibah Pada SKPD|1.172.269.787.226| 1.132.616.942.226 0
Jumlah Tetal 35.907.899.096 34.514.034.096 (1.393.865.000)

‘STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR
= TELAH DIPERIKSA PARAF
SEKDA -
ASISTEN
KABAN )

‘ KABID +
KASUBAG | KASUBID &/
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